[image: C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\Rar$DI83.024\Warna.jpg]

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN FOLKLORE DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

BIDANG KEGIATAN :
PKM-P

Diusulkan oleh :
M.Ahmad Abdul Gofur	(8111412262/ 2012)
Setiyowati	                 	(8111412250/ 2012)
Nita Iman Tari			(3201412008/ 2012)
[bookmark: _GoBack]    	Eka Riyanti		      	(3401411111/2011)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KOTA SEMARANG
2015
HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
1. Judul Kegiatan		:
IDENTIFIKASI YURIDIS TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak Penghuni Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
2. Bidang kegiatan		: (√ ) PKM-P			(   ) PKM-K
	  (   ) PKM-T			(   ) PKM-M
3. Bidang Ilmu		: (   ) Kesehatan		(   ) Pertanian 
	  (   ) MIPA			(   ) Teknologi dan Rekayasa
	  (   ) Sosial Ekonomi		(√ ) Humaniora
	  (   ) Pendidikan
4. Ketua pelaksana kegiatan	
a. Nama lengkap			: M. Ahmad Abdul Gofur
b. NIM				: 8111412262
c. Prodi				: Ilmu Hukum
d. Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang
e. Alamat Rumah		: Patemon RT 01/02 
f. No Telp/HP			: 089699090625
g. Email				: gofurahmadabdul@gmail.com
5.   Anggota pelaksana kegiatan		: 3 (tiga) Orang
6.    Dosen pendamping		
a. Nama Lengkap  		: 
b. NIP		   		: 
c. Alamat Rumah		: 
  No Telp/HP			: 
7.   Biaya Kegiatan Total		
a. DIKTI				: Rp 12.500.000,00
b. Sumber lain			: -		
8.   Jangka waktu pelaksanaan 	: 6 Bulan				
Semarang, 25 Agustus 2015
Menyetujui,
Pembantu Dekan Kemahasiswaan			Ketua Pelaksana Kegiatan


Ubaidillah Kamal, S.Pd., MH			M.Ahmad Abdul Gofur
  NIP.197505041999031001				NIM. 81112262

Pembantu atau Wakil Rektor Bidang			Dosen Pendamping
Kemahasiswaan/DirekturPoliteknik/
Ketua Sekolah Tinggi,


Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si				
 (
ii
)NIP. 196012171986011001				................................

A. JUDUL PROGRAM
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN FOLKLOR  DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

B. LATAR BELAKANG
Negara Indonesia memiliki kekayaan yang amat melimpah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Salah satu kekayaan yang dimiliki adalah keragaman suku, budaya, adat istiadat dan kekayaan alam lainnya. Yang sampai sekarang tetap menjadi daya tarik keindahan untuk Indonesia. Dari ujuang pulau Indonesia sampai ujung batas negara memiliki perbedaan dalam hal budaya. Dari keberagaman tersebut akan memunculkan pembeda dalam ekspresi dari budayanya, seperti: tari-tarian, lagu atau nyanyian dari masing-masing daerah. Pengaruh pada hasil ekspresi dari masing-masing masyarakat adat tersebut, yang menjadikan beragamnya hasil karya masyarakat di Indonesia. 
Ciptaan dari masyarakat adat tersebut bisa disebut sebagai folklore. Kata Folklore berasal dari kata bahasa Inggris, yang terdiri dari kata folk dan lore.[footnoteRef:2] Kata Folk yang berarti kolektif atau kebersamaan. Kata lore berarti tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Maka pengertian folklore adalah tradisi kolektif sebuah bangsa yang disebarkan dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat, sehingga tetap berkesinambungan dari generasi ke generasi. [2:  Purwadi, Folklor Jawa, (Yogyakarta: Pura Pustaka,2009), halaman 1] 

Demikian karya masyarakat adat juga termasuk dalam ciptaan. Ciptaan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memiliki definisi:
“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”
Folklore pada dasarnya adalah hasil dari ciptaan Pencipta[footnoteRef:3], namun yang terjadi karena karya folklore telah ada diwaktu yang lampau dan sehingga tidak diketahui Penciptanya. [3:  Pencipta yang dimaksud adalah Pemilik atau Pemegang Hak Cipta.] 

Oleh karena folklore tidak diketahui penciptanya, dalam UUHC terdapat bagian yang khusus membahas hal tersebut, yakni Bagian Ketiga tentang Hak Cipta atas Ciptaan yang penciptanya Tidak Diketahui. Dalam Bagian ketiga terdapat dua Pasal yaitu Pasal 10 dan Pasal 11. Pada pokoknya Pasal 10 membahas mengenai kepemilikan karya cipta yang tidak diketahui pemiliknya menjadi milik dari negara dan ditegaskan pula bahwa kepemilikan atas folklore di negara juga dan dalam Pasal 11 membahas mengenai karya cipta yang tidak diketahui oleh pencipta yang membahas hak atas ciptaan yang belum atau telah diterbitkan.
Dewasa ini folklore menjadi barang yang menarik untuk diperebutkan karena memiliki nilai ekonomis yang baik. Pada dasarnya folklore dilirik karena folklore itu adalah simbol dari daerah tertentu.[footnoteRef:4] Dikatakan identitas karena setiap daerah memiliki perbedaan yang jelas. Kekhasan dari folklore yang sering dimonopoli oleh sebagian pihak untuk kepentingan pribadi. Ketentuan mengenai pemanfaatan folklore, telah diatur dalam UUHC, yangmana dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (2), yang berbunyi:  [4:  Ibid. halaman 3] 

“ Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. . . .”

Walaupun dalam Peraturan Perundangan telah melarang adanya monopoli, namun karena penegakannya yang lemah menyebabkan praktek monopoli terhadap folklore semakin laten terjadi. Disamping dari segi formulasi, perlindungan untuk karya cipta adat (folklore) hanya ada pada Penjelasan UUHC sedangkan dalam Pasal-Pasal tidak termuat adanya perlindungan terhadap folklore tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa UUHC tidak serius melindungi karya tersebut. 
Dalam tataran penegakannya untuk karya cipta banyak testimoni yang berisi ketidakpuasan terhadap karya cipta tersebut. Salah satu data menyebutkan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Setelah melonjak tinggi pada 2006, jumlah kasus pelanggaran berangsur-angsur turun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dimiliki Mabes Polri, ada sebanyak 251 kasus terkait pelanggaran hak cipta yang ditemukan pihak berwajib pada 2004, sedangkan pada 2005 dan 2006 melonjak menjadi 423 dan 1439 kasus.[footnoteRef:5] [5:  http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pelanggaran-hak-cipta-semakin-marak/22332 diakses pada tanggal 22 Juni 2014 pada pukul 23.10. WIB] 

Disamping data-data tersebut dari keseharian yang ditemui, banyak perusahaan yang menyalahgunakan dari karya cipta adat, sebagai contoh Iklan yang marak, pemanfaatan hasil obat-obatan tradisional yang diproduksi dan didominasi oleh beberapa Korporasi seperti PT. Sido Muncul. Tbk, PT. Jamu Jago dan Industri lain. Kemudian dalam hal makanan tradisional, banyak yang di gunakan sebagai rasa sebuah produk makanan, seperti PT. Indofood mengeluarkan produk makanan dengan rasa empal, rendang yang telah dipasarkan sampai luar negeri. Padahal rasa yang ditawarkan pada produk makanan tersebut merka adalah hasil daeri Ekspresi Budaya Daerah (EBT) atau Ciptaan dari Daerah.
Dampak dari peristiwa tersebuat adalah kepentingan dari daerah sebagai penemu awal yang menciptakan dari rasa-rasa tersebut haruslah dapat perlindungan dan jika digunakan untuk kepentingan komersil seharusnya daerah mendapatkan royalti. Penarikan royalty ini seharusnya dilakukan oleh Negara melalui lembaganya, namun sampai sekarang hal ini belum terjadi dan bahkan mungkin belum disadari.
Padahal diketahui sebagaimana Pasal 10 UUHC jika folklore termasuk ciptaan yang hak kepemilikannya berada di negara. Jika pelanggaran terhadap folklore terus terjadi bukannya negara yang dirugikan dan terkhusus para pencipta dari masyarakat daerah tertentu, secara lebih luas  dampaknya pada martabat bangsa juga tercoreng, karena folklore sendiri adalah karya turun-temurun dari suatu daerah tapi dianggap sebagai hal yang biasa dan terjadi pembiaran atas hal tersebut.
Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[footnoteRef:6] menyatakan bahwa Kebendaan adalah tiap barang dan hak, yang dapat dikuasai sebagai hak milik.[footnoteRef:7] Adapun kebendaan ini dapat berupa kebendaan bertubuh dan tidak bertubuh, juga bergerak dan tidak bergerak sebgaimana dalam ketentuan Pasal 503 dan 504 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:[footnoteRef:8] [6:  Lebih lanjut disebut KUHPerdata.]  [7:  R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004). Halaman 157.]  [8:  Achmad Busro. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011). Halaman 8.] 

Pasal 503 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”
Pasal 504 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak satu sama lain menurut ketentuan dalam kedua bagian tersebut”
Banyak daerah di Nusantara ini yang memiliki hasil ciptaan dan kreasi, namun tidak diinventarisir oleh Negara. Sehingga pembajakan karya ini kian laten terjadi, untuk itu seharusnya sudah dipindah kewenangan dari kewenangan negara ke kewenangan daerah sebagai penegak perlindungan atas folklor. Dengan prinsip Desentralisasi yang berarti perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah. Perlindungan folklor akan semakin mudah untuk dilaksanakan, sewajarnya daerah adalah organ yang terdekat dengan masyarakat adat pencipta sehingga akan lebih memahami dari latarelakang, filosofi dan manfaat dari karya tersebut ada.
Namun, sampai saat ini perencanaan perlindungan folklor melalui perspektif otonomi daerah belum dikaji lebih jauh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai model perlindungan folklore yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia sehingga dapat mencegah pembajakan dan mengadakan perlindungan terhadap folklore secara lebih kompleks.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang, perlu dirumuskan suatu permasalahan secara sistematis dalam bentuk pertanyaan, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman akan masalah yang diteliti. Permasalahan tersebut sebagai berikut:
A. Mengapa perlindungan folklore  perlu diatur dan dilindungi dalam kebijakan otonomi daerah?
B. Bagaimana kebijakan perlinduungan folklore yang tepat dengan kebijakan otonomi daerah?
D. TUJUAN PENELITIAN
Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan semula. Tujuan penulisan hukum ini sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap  folklore yang perlu diatur dan dilindungi dalam kebijakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, kepentingan  hukum terhadap folklore yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat pada daerah tersebut dapat tercapai.
2. Untuk menganalisis kebijakan perlinduungan folklore yang tepat dengan kebijakan otonomi daerah. Segala bentuk konsepsi yang bersifat aplikatif untuk diterapkan pada suatu daerah dengan prinsip otonomi daerah.
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Artikel jurnal mengenai perlindungan anak-anak penghuni Lapas.
2. Rancangan kebijakan perlindungan folklor dalam pemerintahan di daerah.
3. Adanya komisi khusus yang mengiventarisasi terkait folklore dengan baik.
4. Modul kebijakan pemerintah perihal perlindungan folklore.

F. MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan Ilmu Hukum, khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Hukum Hak Cipta tentang folklor serta juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini dalam rangka penulisan karya mahasiswa, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan, dan pemahaman penulis tentang hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hukum hak cipta tentang perlindungan folklore dalam perspektif otonomi daerah.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis serta memberikan pemikiran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas khususnya bagi praktisi hukum mengenai pelaksanaan perlindungan karya folklor dengan prinsip otonomi daerah berkaitan dengan kewajiban negara yang diatur dalam UUD 1945 dan Kebijakan tentang pengalihan kekuasaan melalui Otonomi Daerah.
c. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan atas perlindungan hukum terhadap karya folklor, masyarakat adat yang menciptakan, organisasi atau kelompok yang menjaga dan melindungi kelestarian karya folklor.

G. TINJAUAN PUSTAKA
1. Politik Hukum
Politik Hukum dalam hal ini bukan hanya membicarakan aspek hukum positif saja (ius constitutum) tapi juga membicarakan tentang hukum yang akan datang (ius constituendum) yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam sebuah kesempatan Prof. Gayus Lumbun, S.H.,M.H juga menyertakan bahwa politik hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dan semakin terciptanya peraturan yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional dan terjadi sinkronisasi antar peraturan perundangan.[footnoteRef:9] [9:  Gayus Lumbun. Politik Hukum Bidang Peradilan di Indonesia. Makalah disampaikan dalam kegiatan Diskusi panel tentang Pembangunan Hukum Nasional Tentang Arah Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemmen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 24-27 Mei 2007 di Yogyakarta. Halaman 205 ] 

Antara politik dan hukum sebenarnya memiliki dimensi yang berbeda dan cara memandang dari sudut yang berbeda. Namun, dinegara-negara di Benua Eropa hubungan antara ilmu hukum dan ilmu politik saling terkait karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (law inforcement) merupakan salah satu kewajiban negara yang penting.[footnoteRef:10] Keperluan Politik dalam Hukum dirasakan menjadi kombinasi yang sesuai dalam membicarakan sebuah hukum yang ideal, dalam politik mencari segala menjadi realitas yang dimungkinkan dapat digunakan dan sesuai.[footnoteRef:11] Sedangkan hukum membicarakan mengenai norma yang diidentikan dengan keadilan (ius constituendum) dengan perwujudan dari perintah-perintah yang eksplisit dan dibuat positif (ius constitutum).[footnoteRef:12]  [10:  Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 35.]  [11:  Ibid. Halaman 44.]  [12:  Esmi Warassih. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. (Demak: Universitas Diponegoro, 2011),  halaman vi.] 

Untuk itu politik hukum diperlukan dalam membahas bentuk hukum yang ideal terkhusus dalam perlindungan karya folklore. Politik Hukum yang diharapkan dapat memberikan sebuah landasan berpikir yang menjadikan konsep dalam menemukan gagasan yang seusai dalam perlindungan folklor dengan perpektif otonomi daerah.
2. Perlindungan Karya Folklor
Defisini folklor menurut buku Dictionary of Antropology adalah the common orally transmitted traditions, myths, festival. Song, superstition and of all peoples, folklore has come to mean all kind of oral artistic expression. It may be found in societies. Originally folklore was the study of curiousities.[footnoteRef:13] Oleh karena itu dalam karya folklor kebanyakan adalah anomin karena kebanyakan karya folklor tersebut bersifat lisan dan tidak terinventarisir dengan baik.  [13:  Charles Winnick. Dictionarry of Antrophology. (Little Field Adam & Co) yang dikutip dari buku Purwadi. Folklor Jawa. ( Yogyakarta: Pura Pustaka, 2009). Halaman 1] 

Dari karya yang anonym tersebut dalam Pasal 7 Ayat 3 Bern Convention dalam potongan ayatnyasecara redaksional menyatakan sebagai berikut, “In the case or anonymous or pseudonymous works, the term of protection granted by this convention shall expire fifthy years after the work has been lawfully made available to the public. . .”  Dalam rumusan pasal tersebut menunjukan bahwa terhadap karya yang tidak diketahui namanya atau yang namanya disamarkan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 50 tahun (lima puluh tahun) terhitung sejak ciptaan itu dipublikasikan kepada masyarakat atau diketahui umum.
Hakikat dari sebuah folklor adalah sebagai identitas dari suatu daerah tertentu sebagai hasil karya masyarakat tradisional.[footnoteRef:14] Sebagai sebauh identitas yang memiliki cirri identik terhadap sebuah masyarakat tradisional tertentu menjadi kebanggan kolektif dari masyarakat setempat. Oleh karena pemanfaatannya perlu diatur dalam sebuah peraturan sehingga mendapat sebuah kepastian. Dalam peraturan hukum di Indonesia yang mengatur pemanfaatan folklor terdapat dalam Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945, dengan bunyi sebagai berikut: [14:  Ibid. Halaman 3.] 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal tersebut secara tegas telah memberikan definisi yang jelas bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat. Dalam UUD 1945 juga terdapat Pasal lain yang mengatur tentang folklore yakni Pasal 28 I Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945. Dari kedua pasal tersebut memiliki kesamaan dalam hal memandang bahwa budaya adalah sesuatu yang wajib untuk dikembangkan dan dilindungi.
Bukan hanya dalam UUD 1945 saja terdapat pengaturan tentang folklor tersebut, namun juga dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:
“Pemerintahmenjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati Indonesia”. 
Dalam undang-undang tersebut memang menyatakan melakukan perlindungan terhadap budaya namun tidak dijelaskan tentang pengertian dan batasan apa saja yang disebut sebagai budaya dan mendapat perlindungan dengan layak.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Undang-undang tersebut menetapkan diberlakukannya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diselenggarakan pada tahun 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak sosial dan budaya termasuk dalam masyarakat adat perlu  mendapatkan dan perlindungan dari negara termasuk diatur dalam peraturan tertentu.  
Expression of folklore merupakan bagian terpenting dari suatu bagian yang dilindungai dengan hak cipta.[footnoteRef:15] Oleh karena itu perlindungan terhadap folklore juga termasuk dalam rezim hak cipta yang perlindungannya termuat dalam UUHC dan secara luas termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual. Dilihat lebih jauh perlindungan atas folklor dapat dikaitkan dengan anggapan hukum HKI adalah suatu kepemilikan. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang berpengaruh terhadap negara yang menganut common law system dan Hegel yang berpengaruh terhadap negara dengan menganut tradisi hukum civil law system. [15:  Arif Lutviansi. Hak Cipta dan Perlindungan folklore di Indonesia. ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Halaman vii] 

3. Otonomi Daerah
Semenjak adanya perubahan arah politik yang ada di Indonesia yang diikuti dengan munculnya politik desentralisasi telah memberikan suasana baru dalam pemerintahan Indonesia baik dari pusan hingga daerah. Dengan dianutnya politik desentralisasi yang diterrapkan denga sistem otonomi daerah diharapkan dapat menjadi instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Teori Desentralisasi dipelopori oleh Van der Pot yang ditulis dalam bukunya Handboek van Netherlands.[footnoteRef:16]  Pada pandangan Van der pot membagi desentralisasi menjadi desentralisasi teritorial atau desentralisasi ketatanegaraan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi Teritorial diwujudkan dengan badan yang dibentuk wilayah berbentuk otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) sedangkan Desentralisasi fungsional adalah  berbentuk badan-badan yang menjalankan fungsi kewenangan tertentu sesuai dengan tujuan tertentu. [16:  Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, (Malang: Wisma Kalimetro, 2012). Halaman 13.] 

Secara etimologi “de” berarti lepas dan “centrum” berarti pusat, dari pengertian tersebut berarti bahwa desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.[footnoteRef:17] Desentralisasi berarti pengalihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Desentralisasi yang bertumpu pada otonomi, yang mutlak dalam negara demokrasi.  [17:  Ibid. Halaman 20.] 

Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengatur secara sendiri atau bisa diartikan legal self sufficiery dan actual independence.[footnoteRef:18] Dalam kaitan dengan politik otonomi daerah atau dapat diartikan sebagai self government atau zelfstandigheid. Dari pengertian tersebut esensi dari sebuah otonomi daerah adalah sebuh bentuk kemandirian, kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam suatu ikatan negara kesatuan.[footnoteRef:19] Otonomi daerah merupakan interprestasi dari keinginan dari suatu negara untuk mensejahterakan rakyatnya. [18:  Ibid. Halaman 34.]  [19:  I Gede Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2009), Halaman 53. ] 


H. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:


1. Metode Pendekatan
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian studi ini, maka dapat dinyatakan bahwa metode pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[footnoteRef:20] [20: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), halaman 35.] 

2. Spesifikasi Penelitian
Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkap atau memaparkan suatu peristiwa maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang menentukan arah perlindungan terhadap karya folklor dengan perspektif otonomi daerah.
3. Jenis Data
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan (Librarian Research), yaitu penelitian terhadap data sekunder, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder. Sedangkan data primer dalam penelitian ini hanya sebagai data penunjang.[footnoteRef:21] Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:[footnoteRef:22] [21: Rony Hanitiyo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 5.]  [22: Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 30-32.] 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dan terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar,
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
6. Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)
7. Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti seperti buku-buku, artikel majalah dan Koran, artikel internet maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan politik hukum perlindungan folklore dalam perspektif otonomi daerah.
4. Metode Pengumpulan Data
Setiap penelitian ilmiah berusaha mencari data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena ketidaktepatan sumber data mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan interpretasi dan kesimpulan. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research).
5. Metode Analisis Data
Penelitian hukum ini menggunakan silogisme deduksi dengan metode interpretasi (penafsiran) sistematis. Metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya terhadap peraturan hukum lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.[footnoteRef:23] Penelitian hukum ini tidak hanya melihat hubungan antar peraturan perundang-undangan secara teknis saja, melainkan juga asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang yang merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di dalam undang-undang yang dapat berdiri sendiri. [23: Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 2007), halaman 57.] 



I. JADWAL KEGIATAN
Untuk melakukan kegiatan program diperlukan jadwal rencana kegiatan agar setiap melakukan kegiatan dapat terstruktur, adapun jadwal rencana kegiatan program adalah sebagai berikut:

	NO
	Kegiatan
	Bulan I
	Bulan II
	Bulan III
	Bulan IV
	Bulan V

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	I
	 Persiapan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pembuatan Proposal
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	
	Pembuatan Angket
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	II
	Pelaksanaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Melakukan Pengamatan langsung
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	
	Menyebarkan Angket
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pengumpulan data
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	III
	Penutup
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pengolahan data
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 

	
	Laporan terakhir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








J. RANCANGAN BIAYA
	Dalam kegiatan program ini membutuhkan biaya sebagai berikut :
	No
	Jenis Kegiatan
	Frekuensi
	Jumlah

	1
	Bahan habis pakai
	 
	 

	 
	Kertas A4 80gr 
	4 rim
	Rp       200.000,00

	 
	Bolpoin
	2 doz
	Rp       100.000,00

	 
	Alat tulis lainnya
	
	Rp         50.000,00

	 2
	Pelaksanaan
	
	

	 
	Transportasi @1.000.000/2bln
	4 orang
	Rp   4.000.000,00

	 
	Pembuatan Instrumen
	
	Rp   2.000.000,00

	
	Wawancara
	
	Rp   2.000.000,00

	 3
	Pembuatan laporan
	
	

	 
	Rapat penyusunan laporan
	
	Rp   2.500.000,00

	 
	Jasa Pengetikan
	
	Rp      200.000,00

	
	Pencetakan
	
	Rp      450.000,00

	 
	Penjilidan dan penggandaan
	
	Rp   1.000.000,00

	 
	
	
	

	
	JUMLAH
	Rp 12.500.000,00
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